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ABSTRACT 

 
This research was conducted in Labuhan Bilik Village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The 

purpose of this study is to explain and evaluate the management of village funds in Labuhan Bilik Village 

from the perspective of village officials and village communities. This analysis is a descriptive type of 

evaluative descriptive research with percentage analysis and analysis of how effective the management of the 

Village Fund is in the Labuhan Bilik village. Data collection techniques used in this study were 

questionnaires, interviews and observations. Data analysis techniques in this study using percentage analysis 

were used to analyze and evaluate community knowledge and participation, governance, and their impact on 

village development. The results of the study show that village funds in Labuhan Bilik Village are widely 

used for development. Community knowledge about village funds is still lacking and the community is quite 

involved in fundraising activities. The governance of village funds which includes planning, implementation, 

and evaluation from the village government level to the community is quite good. Village funds have had a 

positive impact, especially on the road construction program which became the dominant program in 2019 

and 2020. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Tujuan 

penelitian untuk menjelaskan dan mengevaluasi pengelolaan dana desa di Desa Labuhan Bilik dari prespektif 

Aparat desa dan Masyarakat desa. Analisis ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat deskriftif 

evaluatif dengan analisis persentase dan analisis seberapa efektif pengelolaan Dana Desa yang ada di desa 

labuhan bilik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner, wawancara serta observasi.teknik 

analisis data dalam penelitian ini mengunakan analisis persentase digunakan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan dan partisipasi masyarakat, tata kelolah, dan dampaknya terhadap pembangunan 

desa. Hasil penelitian menunjukan dana desa di Desa Labuhan Bilik banyak di gunakan untuk pembangunan. 

Pengetahuan masyarakat mengenai dana desa masih kurang dan masyarakat cukup berpartispasi dalam 

kegiatan dana dasa. Tata kelola dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tingkat 

pemerintah desa hingga kemasyarakat cukup baik. Dana desa telah memberikan dampak yang positif, 

terutama pada program pembangunan jalan yang menjadi program dominan pada tahun 2019 dan 2020. 

 
Kata Kunci: Pengetahuan, Partisipasi, Tata Kelola, Pembangunan, Dana Desa, Efektifitas 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan adalah tindakan yang 

dilakukan untuk merubah sebuah keadaan 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Pembangunan sendiri dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah cara tumbuh atau 

proses, perkembangan, berkembang dan 

bertambah atau menumbuhkan semua sumber 

daya yang ada agar menjadi banyak. Cakupan 

dalam pembangunan meliputi aspek ekonomi, 

sosial budaya, politik serta keamanan. 

Pembangunan sebenarnya adalah 

pencerminan dari usaha untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur 

merupakan salah satu aspek penting dan vital 
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untuk mempercepat proses pembangunan 

nasional. Infrastruktur juga memegang 

peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi, ini 

mengingat gerak laju dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan 

dari ketersediaan infrastruktur seperti 

trasportasi, teknologi, telekomunikasi, dan 

energy. Oleh karna itu pembangunan sektor 

ini menjadi fondasi dan pembangunan 

ekonomi selanjutnya. 

Pemerintah yang saat ini dipimpin 

oleh Presiden Joko Widodo sedang giat-

giatnya melakukan pembangunan yang 

dimana masuk kedalam agenda kerjanya 

dalam Nawacita, salah satu agenda dalam 

Nawacita adalah cita ketiga yang berbunyi 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa-desa 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi 

dalam pembangunan yang dilakukan 

pemerintah adalah masih timpangnya 

pembangunan antara kota dan desa. 

Atas dasar tersebutlah cita ketiga 

dalam Nawacita tersebut di agendakan karena 

penduduk Indonesia mayoritasnya bermukim 

di daerah pedesaan, namun pembangunan di 

daerah pedesaan masih banyak tertinggal 

dibanding pembangunan di perkotaan. Oleh 

karena itu pembangunan di desa sangat perlu 

diperhatikan demi tercapainya pembangunan 

nasional yang merata. 

Dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang 

Prioritas pembangunan Dana Desa disebutkan 

tujuan pembangunan desa adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat desa serta 

mengurangi tingkat kemiskinan melalui 

peningkatan kebutuhan dasar seperti 

peningkatan pembangunan sarana dan 

prasarana desa, pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkung yang berkelanjutan dan 

pengembangan potensi ekonomi lokal. 

Pembangunan desa harus dilakukan dengan 

kerja sama yang baik antar pemerintah desa, 

pihak swasta dan masyarakat. Terlebih lagi 

masyarakat diajak untuk memberikan saran 

dan masukan dalam pembangunan desa 

mengenai apa saja yang dibutuhkan. Itu 

karena program yang digagas terdapat 

kepentingan masyarakat, aspirasi masyarakat 

serta masalah-masalah dan potensi-potensi 

yang ada pada masyarakat itu sendiri. 

Dalam melakukan pembangunan dan 

pemberdayaan tersebut tentunya dibutuhkan 

sumber pendanaan untuk digunakan dalam 

membiayai pembangunan. Undang-undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi 

bukti tentang realisasi dana untuk 

membangun desa melalui Dana Desa. Dana 

Desa merupakan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

(APBN) sebesar 10% yang diberikan ke desa 

melalui transfer Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. Dana Desa diberikan dengan 

maksud sebagai pendorong dalam membiayai 

program-program pemerintah desa khusus 

untuk pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Sebagai bentuk komitmen pemerintah 

untuk membangun desa maka pemerintah 

melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 

tahun 2014 pasal 3 s/d 4 menyebutkan: 

“pemerintah menganggarkan Dana Desa 

secara nasional dalam APBN setiap tahun. 

Dana Desa itu bersumber belanja pemerintah 

dengan mengefektifkan program berbasis 

desa secara merata dan berkeadilan.” Yang 

pengelolaanya melibatka Mentri Desa, 

pembangunan daerah tertinggal dan 

trasmigrasi. 

Teluk Meranti adalah sebuah 

kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Yang 

memiliki jumlah desa sebanyak 8 desa dan 1 

kelurahan, yang mana terdiri dari Kelurahan 
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Teluk Meranti, Desa Labuhan Bilik, Desa 

Gambut Mutiara, Desa Kuala Panduk, Desa 

Pangkalan Terap, Desa Petodaan, Desa Pulau 

Muda, Desa Segamai, Desa Teluk Binjai. 

Rincian pengalokasian dana desa di setiap 

desa di Kecamatan Teluk Meranti tahun 2019 

akan di jelaskan pada Tabel 1.1 dibawah ini 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Jumlah penerimaan Dana Desa 

No Nama Desa Dana Desa (Rp) 

1 Pangkalan Terap 802.547.585 

2 Pulau Muda 1.543.560.000 

3 Labuhan Bilik 1.455.906.000 

4 Gambut Mutiara 876.906.000 

5 Petodaan 780.670.000 

6 Segamai 890.789.000 

7 Teluk Binjai 834.456.000 

8 Kuala Panduk 723.768.000 

Sumber: Kantor Camat Teluk Meranti 2020 

Dilihat dari data pada Tabel 1.1 diatas 

dapat diketahui bahwa desa dengan jumlah 

terbesar penerimaan Dana Desa di Kecamatan 

Teluk Meranti Tahun 2019 adalah Desa Pulau 

Muda dengan jumlah Dana Desa yang di 

terima Rp1.543.560.000 sedangkan penerima 

Dana Desa terkecil adalah desa kuala panduk 

Rp723.768.000 Penentuan jumlah pembagian 

dana desa ini di tentukan oleh rasio jumlah 

penduduk desa dengan penduduk Kabupaten, 

rasio jumlah penduduk miskin desa dengan 

jumlah penduduk miskin Kabupaten, rasio 

luas wilayah desa dengan luas Kabupaten, 

rasio indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa 

terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 

Kabupaten. Desa Labuhan Bilik merupakan 

salah satu desa yang menduduki peringkat 

kedua dalam penerimaan dana desa tahun 

2019 dengan jumlah Rp1.455.906.000 Tabel 

di bawah ini menunjukan jumlah Dana Desa 

yang di terima oleh Desa Labuhan Bilik dari 

tahun 2017-2020. 

 

 

Tabel 2 Penerimaan Dana Desa Labuhan 

Bilik 2017 sampai 2020 

Tahun Jumlah Dana 

Desa (Rp) 

Peningkatan/Pe

nurunan (%) 

2017 847.327.000 - 

2018 821.260.250 -3,08 

2019 1.455.906.000 77,3 

2020 995.394.000 -31,63 

Sumber: Kantor Desa Labuhan Bilik 2020 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas Jumlah 

Dana Desa yang diterima oleh Desa Labuhan 

Bilik pada Tahun 2018 mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya, tahun 2019 menjadi 

pendapatan Dana Desa terbesar bagi Desa 

Labuhan Bilik dan mengalami peningkatan 

dari tahun 2018. Sesuai dalam Permendes no 

8 tahun 2017 pasal 4, disebutkan bahwa dana 

desa diprioritaskan untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan berskala 

lokal bidang pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa 

yang diterima oleh pemerintah Desa Labuhan 

Bilik dari tahun 2017 sampai 2020 sebagian 

besar digunakan untuk pembangunan sarana 

fisik desa seperti pembuatan jalan rabat beton, 

pembanguna balai kesenian, pembangunan 

sumur bor, pembangunan gedung BUMDES, 

pembangunan gapura desa (kantor desa 

Labuhan Bilik;2020). Menurut data dari 

Badan Pusat Statistik Kabupaten pelalawan 

tahun 2020 Desa Labuhan Bilik memiliki luas 

desa sebesar ± 450,65 km dengan jumlah 

penduduk sebesar 1575 jiwa dengan jumlah 

penduduk dan luas wilayah yang cukup besar 

ini desa Labuhan Bilik mendapatkan dana 

desa yang cukup besar. 

Dana desa yang jumlahnya besar ini 

memerlukan perencanaan dan pengelolaan 

yang baik untuk mencapai tujuan yang telah 

di tetapkan oleh pemerintah, di dalam 

mengatur tata kelola dan target yang mau 

dicapai dari pemberian Dana Desa oleh 

pemerintah, maka pemerintah memberikan 
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buku bimbingan dan peraturan untuk 

mengatur penyelenggaran Dana Desa 

Pemerintah juga mengeluarkan pedoman  

dalam bentuk Undang-Undang. Masyarakat 

desa sendiri juga umumnya tidak mengetahui 

adanya program pemerintah berupa dana 

desa, yang dimana dari ketidaktahuan tersebut 

membuat masyarakat kurang berpatisipasi 

terhadap dana desa, dalam tata kelolanya 

terutama dari sisi perencanaan. Masyarakat 

hanya berpartisipasi saat akan melakukan 

kegiatan dalam program dana desa misalnya 

perbaikan jalan yang dimana itu dikerjakan 

oleh masyarakat setempat. Terkait dengan 

evaluasi terhadap penggunaan dana desa, 

masyarakat kebanyakan tidak memahami 

bagaimana tata kelola dana desa dari kantor 

desa setempat. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

evaluative. Penelitian deskriptif adalah sebuah 

lukisan atau gambaran yang sistematis serta 

akurat dan faktual mengenai masalah yang 

diselidiki, sedangkan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan evaluatif 

dengan cara mengumpulkan informasi atau 

data mengenai sebuah pelaksanaan atau 

implementasi kebijiakan kebijakan (Arikunto, 

2010). 

Populasi adalah keseluruhan jumlah 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti 

dan kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan 

sampel adalah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang 

digunakan untuk penelitian (Sujarweni,2014), 

populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 

penduduk yang ada di Desa Labuhan Bilik 

yang berjumlah 369 KK yang didapat 

berdasarkan data yang terima dari pemerintah 

Desa Labuhan Bilik. Untuk menentukan 

sampel penelitian ini, maka menggunakan 

rumusan slovin. Dimana rumus dalam 

menghitung sampel dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 
Dengan rumus di atas, maka 

perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
n = 39,66 dibulatkan menjadi 40 

kepala keluarga di Desa Labuhan Bilik  

Sedangkan dalam menentukan sampel 

untuk aparat desa diambil berdasarkan 

jabatanya di desa semuanya berjumlah 10 

orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

kasi pembangunan, kaur keuangan, kaur 

umum, Kepala Badan Permusyawaratan Desa, 

kaur pemerintahan, kapala dusun 1, kepala 

dusun 2, kepala dusun 3. 

Teknik pwngumpulan data yang 

digunakan yaitu pertama Observasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara melihat 

atau mengamati secara langsung di wilayah 

atau lokasi penelitian tersebut kemudian 

membuat pencatatan dari pengamatan tersebut 

yang dapat digunakan sebagai data, dalam 

penelitian ini lokasi tersebut adalah desa 

Labuhan Bilik.  

Kedua, wawancara mendalam adalah 

teknik mengumpulkan data dengan cara 

berkomunikasi langsung dengan informan 

kunci yang akan di wawancarai. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan bertanya jawab 

antara peneliti dan informan kunci dengan 

lebih menggali lagi jawaban-jawaban dari 

informan kunci tanpa menggunakan panduan 

atau daftar pertanyaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengetahuan dan Partisipasi 

Masyarakat Desa Terhadap Dana Desa 

Dalam penelitian ini pengetahuan dan 

partisipasi masyarakat melihat bagaimana 

pengetahuan masyarakat mengenai 

pengelolaan dana desa dari apakah 

masyarakat mengetahui atau tidak tentang 

program dana desa, masyarakat mengetahui 

atau tidak sebab dari diberikannya dana desa, 

apakah masyarakat mengetahi tujuan 

diberikanya dana desa dan apakah masyarakat 

mengetahui adanya sosialisasi yang diberikan 

dari pemerintah desa tentang program dana 

desa. Kemudian partisipasi masyarakat 

dengan adanya program dana desa dilihat dari 

apakah masyarakat memberikan sumbangan 

berupa tenaga dari program yang dijalankan 

yang bersumber dari dana desa dan apakah 

masyarakat memberikan sumbangan dan 

bantuan peralatan kepada pelaksanaan 

program dana desa. 

Tabel 1 

Tanggapan Pengetahuan Masyarakat 

Terhadap Kebijakan Dana Desa 

Pertanyaan SS S KS T

S 

STS 

Tahu Tentang Dana 

Desa 

2 20 13 5 0 

Tahu Sebab 

diberikannya Dana 

Desa 

0 7 24 10 0 

Tahu Tentang 

Tujuan di 

Berikannya Dana 

Desa 

1 7 25 7 0 

Tahu Adanya 

Sosialisasi dari 

Pemerintah Tentang 

Dana Desa 

0 6 20 10 4 

Sumber: Data Diolah 

Dari hasil data olahan mengenai 

pengetahuan masyarakat mengenai dana desa, 

sebagian besar masyarakat yang 

diwawancarai oleh peneliti mengatakan setuju 

mengenai tahu akan adanya program dana 

desa dengan persentase 50%. Namun 

responden yang mengatakan kurang setuju 

dalam mengetahui adanya program dana desa 

juga cukup tinggi dengan 32,5% dari seluruh 

sampel penelitian. 

Mengenai apa yang menjadi penyebab 

dari pemerintah memberikan dana desa yang 

dikelola oleh pemerintah desa, sebanyak 60% 

masyarakat mengatakan kurang setuju bila 

ditanyai apakah mereka mengetahui sebabnya 

dan hanya 15% yang mengetahui sebab dari 

diberikannya dana desa. Jawaban dari 

responden yang mengatakan mengetahui 

sebab dari dana desa umumnya mengatakan 

sebabnya adalah untuk membangun desa agar 

lebih baik, serta ada juga yang mengatakan 

untuk membangun jalan baru dan 

memperbaiki yang rusak, dan ada juga yang 

mengatakan untuk membangun desa supaya 

lebih maju. Namun untuk masyarakat yang 

mengatakan kurang setuju bila dikatakan 

mengetahui sebab diberikannya dana desa 

mereka mengatakan bahwa itu hanya program 

pemerintah untuk desa, mengenai sebab 

mengenai pemberian mereka tidak 

mengetahui pasti. 

Pengetahuan akan tujuan diberikannya 

dana desa dimana masyarakat desa Labuhan 

Bilik mengaku mereka kurang mengetahui 

akan tujuan dari diberikannya dana tersebut. 

Sebesar 62,5% masyarakat mengatakan 

kurang setuju terhadap pernyataan tahu akan 

tujuan diberikannya dana desa, sebab mereka 

pun tidak mengetahui sebab diberikannya 

dana desa ke pemerintah desa. Hanya satu 

orang yang mengatakan sangat setuju, dan 

ketika didalami beliau mengatakan biasanya 

berbinbang-bincang dengan sekretaris desa. 

Menurut beliau tujuannya adalah untuk modal 

dalam pembangunan desa, karena desa tidak 

memiliki sumber pendanaan yang memadai 

untuk pembangunan desa sehingga 

pemerintah memberikan dana desa tersebut. 

Mengenai sosialisasi dari pemerintah 

desa kepada masyarakat desa, 50% dari total 

responden mengatakan kurang setuju bila 

dikatakan mereka mengetahui adanya 
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sosialisasi tentang dana desa dari aparat desa. 

Masyarakat merasa tidak adanya sosialisasi 

langsung yang diberikan ke masyarakat dari 

aparat desa tentang dana desa ini dan hanya 

perangkat RT atau RW saja yang mungkin 

lebih mengetahuinya karena sering datang ke 

kantor desa. Sedangkan untuk yang 

mengatakan setuju atau benar mereka 

mengetahui sosialisasi dana desa sebesar 15% 

dimana mereka yang mengetahui pernah ikut 

dengan perangkat RT atau RW untuk 

menghadiri musrenbang desa yang dimana 

didalam musrenbang dibahas mengenai dana 

desa. 

Dalam partisipasi masyarakat terhadap 

program-program dana desa masyarakat 

mengaku bersedia untuk berpartisipasi. 

Namun jika untuk memberikan bantuan 

berupa dana kepada program dana desa, 

sebanyak 45% masyarakat mengatakan tidak 

setuju bila hal itu dilakukan karena hanya 

dirasa memberatkan saja. Sedangkan 5% 

responden mengatakan sangat setuju bila hal 

itu dilakukan dengan catatan tidak adanya 

batasan minimal khusus terhadap dana yang 

diberikan, melainkan berdasarkan 

kesanggupan dan kemampuan masing-masing 

pribadi saja.  

Namun lain halnya bila diminta 

berpartisipasi dalam hal gotong royong dalam 

menggunakan tenaga untuk melaksanakan 

program dana desa, sebanyak 87,5% 

masyarakat mengatakan setuju. Beberapa 

responden mengatakan kegiatan dana desa 

yang memerlukan bantuan tenaga masyarakat 

dalam mengerjakannya dapat mereka jadikan 

sebagai cara untuk berkumpul bersosialisasi 

dan lebih mempererat kebersamaan dalam 

bergotong-royong. Sedangkan hanya 2,5% 

masyarakat yang mengatakan sangat tidak 

setuju untuk berpartisipasi dalam hal bantuan 

tenaga karena dirasa bila untuk tenaga dalam 

pengerjaan program dana desa seharusnya itu 

dicari sendiri oleh pemerintah desa agar 

masyarakat merasakan langsung tanpa harus 

bersusah payah turun tangan dalam 

memabantu kegiatan tersebut.  

Perihal sumbangan peralatan, 50% 

responden mengatakan setuju dan tidak 

keberatan bila diperlukan peralatan dari 

masyarakat selama peralatan yang mereka 

miliki masih memadai dan dapat digunakan 

serta alasan lain lebih leluasa bila 

menggunakan alat kerja sendiri, demikian 

yang dikatakan salah seoarang responden. 

Namun terdapat juga masyarakat yang kurang 

setuju bila memberikan sumbangan peralatan, 

sebesar 27,5% masyarakat mengatakan 

demikian. 

 

 

SIMPULAN 

 Dana desa di desa Labuhan Bilik 

difokuskan untuk digunakan pada bidang 

pembangunan dan pemberdayaan dimana 

program yang paling banyak pada bidang 

pembangunan adalah pembangunan jalan dan 

pembuatan saluran air serta pada bidang 

pemberdayaan masing-masing hanya terdapat 

satu program pada tahun anggaran berjalan 

yaitu pelatihan dan penyuluhan perternakan 

sapi dan kambing dalam rangka 

meningkatkan kapasitas kelompok 

masyarakat miskin pada tahun 2019, dan 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

hutan dan lahan pada tahun 2020. 

 Pengetahuan masyarakat tentang 

program dana desa di desa Labuhan Bilik 

masih sebatas mengetahui akan adanya 

program tersebut, namun belum sampai pada 

mengetahui sebab diberikannya dana desa, 

tujuan diberikannya dana desa serta belum 

mengetahui mengenai sosialisasi tentang dana 

desa. Pada partisipasinya terhadap program-

program dana desa, masyarakat bersedia 

untuk turut berpartisipasi dalam hal 

memberikan sumbangan berupa bantuan 

tenaga dan peralatan namun tidak dalam 

memberikan bantuan berupa dana. 
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